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PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bengkulu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 05 Juni 1981, agama Islam,

pekerjaan  PNS  (Guru),  Pendidikan  Strata  I,  tempat

kediaman di Kota Bengkulu sebagai  Penggugat,   

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ulak Bacang, 12 Desember 1979, agama

Islam,  pekerjaan  Dagang,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di  Kota  Bengkulu

sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar  Penggugat  dan Penggugat serta mendengar keterangan

para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2021 telah

mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama,

dengan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 7 Desember 2021,  dengan dalil-

dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  pada hari  Jum’at,  tanggal  09  Maret  2007 di  hadapan Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten

Kepahiang  Provinsi  Bengkulu  sebagaimana  ternyata  dari  Kutipan  Akta

Nikah Nomor : 92/07/III/2007 tanggal 09 Maret 2007;  

2. Bahwa  sebelum  menikah  status  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;  

3. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Pengugat di Kabupaten Kepahiang selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu

pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 tahun,

kemudian berpindah-pindah sebanyak 3 kali dan terakhir pindah ke rumah

kediaman bersama Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;  

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan

hubungan suami istri  dan telah dikaruniai  3 orang anak: - Anak Pertama

Penggugat dan  Tergugat lahir di Kepahiang, 11 November 2007 (Umur 14

tahun);  - Anak Kedua Penggugat dan  Tergugat lahir di Kepahiang, 29 Juni

2011 (Umur 10 tahun 5 bulan);  - Anak Ketiga Penggugat dan  Tergugat

lahir di Kepahiang, 4 Maret 2014 (Umur 7 tahun 9 bulan);  Saat ini anak-

anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;  

5. Bahwa  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 (dua belas)

tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran disebabkan karena: 

- Tergugat  kurang percaya dengan Penggugat  terkait  masalah keuangan

keluarga;  

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;  

- Tergugat pernah menghunuskan pisau kepada Penggugat;  

6. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 terjadi puncak perselisihan dan

pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Tergugat  menuduh  Penggugat

pernbah berselingkuh dan janjian dengan pria lain di gerbang sekolah akibat

dari itu terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat
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sampai  mendorong Penggugat  hingga terjatuh.  Akibat  dari  hal  itu  antara

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang;  

7. Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dari

Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin

terwujud;  

8. Bahwa  Penggugat  sudah  diberikan  izin  bercerai  oleh  atasannya

berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : B-

2265/Kk.07.04.1/PW.01/XII/2021  Tahun  2021  tentang  pemberian  izin

perceraian tanggal 1 Desember 2021;  

9. Bahwa bedasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di

uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Agama Bengkulu  melalui  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini memutuskan sebagai berikut 

PRIMAIR :

   1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;  

     2. Menjatuhkan  Talak  Satu  ba’in  Sugro  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

     3.   Menetapkan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-

Undangan yang berlaku). 

 SUBSIDAIR :

      Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir

menghadap ke persidangan, lalu  Majelis  Hakim di  persidangan telah berusaha

mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga,

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa,  kemudian  diupayakan  damai  melalui  mediasi  dengan  mediator

Dr.  Novran  Harisa, S.H.,  M.Hum.,C.M..   mediator  dari  luar  Pengadilan  Agama

Bengkulu,  namun  tidak  berhasil  berdasarkan  laporan  mediator  tanggal 16

Desember 2021; 
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Bahwa, Penggugat selaku PNS telah memperoleh surat izin bercerai dari

atasannya,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kementerian  Agama  Kota

Bengkulu Nomor : B-2265/Kk.07.04.1/PW.01/XII/2021 tanggal  1 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  menyampaikan  jawaban

secara lisan sebagai berikut; 

- Bahwa  berkaitan dengan identitas Penggugat dan Tergugat , posita 1 sampai

dengan 4 adalah benar;

- Bahwa tentang posita angka 5 benar telah terjadi pertengkaran akan tetapi

Tergugat membantah penyebabnya dan tidak benar pertengkaran mulai terjadi

pada tahun 2019 yang benar pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021, 

- Bahwa tentang posita angka 6 tidak benar bahkan puncak perselisihan terjadi

karena  HP  Penggugat  dikunci  dan  Penggugat  menolak  ketika  Tergugat

mengajak berhubungan badan;

- Bahwa  tentang  posita  angka  7,8  dan  9  Tergugat  membenarkan  dan  tidak

keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat,  Penggugat  menyampaikan  Replik

secara lisan yang menyatakan tetap dengan gugatannya dan tentang  pinjaman

koperasi  untuk keluarga Penggugat,  Penggugat  ceritakan kepada Tergugat dan

tidak benar Penggugat menolak hubungan badan;

Bahwa terhadap replik  Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan

tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi  Buku Kutipan Akta  Nikah Nomor   92/07/III/2007  tanggal  09  Maret

2007, yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Kepahiang,

Kabupaten Kepahiang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos,

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P);
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    Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan

menerima dan tidak keberatn;

B. Saksi- Saksi:

 1. Saksi 1 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di

Kabupaten  Kepahiang di  bawah  sumpahnya  telah  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 - Bahwa, saksi adalah ayah Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa  saksi  hadir  sewaktu  Penggugat  dan  Tergugat  menikah,  sewaktu

menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  terakhir  di  rumah

kediaman bersama di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

- Bahwa,  awalnya  kehidupan   rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan  rukun  dan  harmonis  sekitar  12 tahun,  namun  kemudian  mulai

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  saksi  pernah  melihat  dan

mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

kurang  percaya kepada  Penggugat dan  salah  sangka  dengan  menuduh

Penggugat selingkuh dan Tergugat sering berkata kasar;

 - Bahwa Penggugat dan  Tergugat sudah pisah ranjang  sejak bulan Maret

2021;

 - Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di

Kota Bengkulu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut: 

 - Bahwa,  saksi  adalah  adik  kandung  Penggugat  dan  saksi  kenal  dengan

Tergugat;

- Bahwa  saksi  hadir  sewaktu  Penggugat  dan  Tergugat  menikah,  sewaktu

menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  terakhir  di  rumah

kediaman bersama di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

- Bahwa,  awalnya  kehidupan   rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan  rukun  dan  harmonis  sekitar  12 tahun,  namun  kemudian  mulai

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  saksi  sering  melihat  dan

mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

kurang percaya kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat menuduh

Penggugat  selingkuh  dan  Tergugat  sering  berkata  kasar  dan  pernah

menghunuskan pisau kearah anaknya yang masih bayi;

 - Bahwa Penggugat dan  Tergugat sudah pisah ranjang  sejak bulan Maret

2021;

 - Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, tetapi tidak berhasil;

      Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun bukti saksi di

persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan

disampaikan  dan  menyatakan  kesimpulannya   tetap  pada  gugatannya  serta

mohon putusan;

Bahwa  selanjutnya  Tergugat  menyatakan  kesimpulannya   tetap  pada

jawabannya dan pada pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat akan

tetapi  apabila  Penggugat  bersikeras  mau  bercerai  Tergugat  menerima  serta

mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam

Berita  Acara Sidang perkara ini  dan guna meringkas uraian putusan ini, maka

ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan

dan menjadi  bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat  hadir  menghadap  ke  persidangan, lalu  Majelis  Hakim di  persidangan

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina

rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

  Menimbang, bahwa, kemudian untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1

Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi

dengan mediator  Dr.  Novran Harisa, S.H.,  M.Hum.,C.M..   .  mediator  dari  luar

Pengadilan  Agama  Bengkulu,  akan  tetapi  tidak  berhasil  berdasarkan  laporan

mediator tanggal 16 Desember 2021; 

 Menimbang,  bahwa,  Penggugat  selaku PNS telah  memperoleh  surat  izin

bercerai  dari  atasannya,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kementerian

Agama Kota   Bengkulu Nomor  :  B-2265/Kk.07.04.1/PW.01/XII/2021  tanggal   1

Desember 2021,  dengan  demikian  Penggugat  telah  memenuhi  kehendak

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah   Nomor  45  Tahun  1990,  maka  pemeriksaan  materi  perkara  dapat

dilanjutkan;

Menimbang,  bahwa  dalil/  alasan  gugatan  cerai  Penggugat  adalah  antara

Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah hidup

rukun harmonis sekitar 12 tahun, akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan

Tergugat telah terjadi pertengkaran dan disebabkan sebagaimana telah diuraikan

pada duduk perkara, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat  tidur

sejak bulan Maret 2021;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  telah

menyampaikan  jawabannya  secara  tertulis  sebagaimana  telah  diuraikan  pada

duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat menyatakan benar telah terjadi

perselisihan dan benar sudah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2021;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  alat-alat  bukti  di

persidangan,  yaitu  berupa  alat  bukti  surat  dan  dua  orang  saksi  yang

keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di  atas,  dan

Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  surat  kode  P.  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa alat  bukti  tersebut merupakan fotokopi  sah dari  suatu akta

autentik,  khusus  dibuat  sebagai  alat  bukti,  telah  dinazegelen pejabat  yang

berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  huruf  (a)  dan  Pasal  2  huruf  (a)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai,

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat

keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  gugatan  Penggugat,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis

Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai

alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  kode  (P)  telah  terbukti  antara

Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal

9 Maret 2007 dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karenanya Penggugat dan Tergugat

telah  mempunyai  kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk  bertindak  sebagai

pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan

Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan

di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah

memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal

saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-

saksi Penggugat dan Tergugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya

dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi

syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan

mengenai  kedudukan  saksi-saksi  Penggugat  dan  Tergugat  yang  memiliki

hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat  dan Tergugat, majelis hakim
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berpendapat  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  sengketa  dalam

perkawinan  dan  hal  itu  termasuk  kategori  lex  specialist,   serta  berdasarkan

ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal

134  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  saksi-saksi  tersebut  dapat  didengar

keterangannya  di  persidangan,  dan  karenanya  keterangannya   dapat  dijadikan

sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti

sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2021dan pihak

keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,  tetapi  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat,  jawaban

Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim

telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri  yang menikah

pada tanggal  9 Maret 2007;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena  telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan

Maret 2021;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan

dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak

tahun 2019, Majelis Hakim menilai  fakta tersebut sebagai  indikasi memudarnya

rasa saling cinta mencintai,  hormat menghormati,  setia dan kewajiban memberi

bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
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Menimbang,  bahwa  selain  itu  terhadap  fakta  mengenai  telah  terjadinya

pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat  sudah sejak bulan Maret 2021

akibat  dari  pertengkaran yang terjadi  sejak  tahun 2019 secara  terus  menerus,

maka  Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan

lahir  batin  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  merupakan  penggerak

fundamental  dalam  kehidupan  sebuah  rumah  tangga,  sedangkan  berdasarkan

penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

suatu  perkawinan  hanya  akan  mencapai  tujuannya  yakni  membentuk  rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal  apabila  didalamnya  dilandasi  dengan  adanya

unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  mengenai  tidak  berhasilnya  pihak

keluarga dekat  kedua belah pihak mendamaikan Penggugat  dan Tergugat dan

Tergugat juga sudah berusaha untuk mencari jalan damai agar dapat rukun lagi

dengan Penggugat tetapi tetap tidak berhasil, Majelis Hakim menilai hal tersebut

sebagai  petunjuk  telah  sulitnya  kemungkinan  untuk  menyatukan  kembali

Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga

oleh  adanya  keinginan  kuat  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat

sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim

menilai  dan berpendapat  bahwa perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pecah   dan  sulit  untuk  direkatkan  kembali,  oleh  karenanya  tujuan  perkawinan

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yaitu

membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  meskipun  perceraian  adalah  suatu  perbuatan  yang

sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci

Allah  SWT,  namun  apabila  tujuan  perkawinan  tidak  dapat  tercapai,  maka

mempertahankan  perkawinan  dalam  kondisi  sebagaimana  tersebut  di  atas,
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dikhawatirkan justru akan  menimbulkan  kemudharatan bagi kedua belah pihak,

dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua

belah  pihak  adalah  perceraian  sedangkan  kemudhoratan  harus  dihapuskan

sebagaimana maksud qaidah fiqh  berbunyi:

  لح المصا جلب من لى او سد المفا رء د

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari  kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman

133 yang berbunyi :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : “Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap    suaminya

disitulah  Hakim diperkenankan  menjatuhkan  talaknya     suami  dengan

talak satu”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat

dalam surat  gugatannya  telah  terbukti  dan berdasarkan hukum sesuai  dengan

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 1 dan 2 sudah sepatutnya

untuk  dikabulkan  dan  Majelis  Hakim  telah  mempunyai  cukup  alasan  untuk

menjatuhkan talak  satu  bain  sughra  dari  Tergugat  terhadap Penggugat,  sesuai

dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan

gugatan Penggugat, tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan;
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Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  semua  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp235.000,00        (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

1.      Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  yang

dilangsungkan  pada hari  Kamis  tanggal  6  Januari 2022  bertepatan  dengan

tanggal 3 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis,

H.M.  Sahri,  S.H.,  M.H  dan  H.  Hambali,  S.H.,  M.H. . masing-masing  sebagai

Hakim Anggota.  Putusan tersebut  diucapkan pada hari  itu  juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ranti  Oktarina, S.T.,  M.H.  sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh  Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota 

        Dto

H. M. Sahri, S.H., M.H 

        dto

H. Hambali, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Dto

    Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Dto

            Ranti Oktarina, S.T., M.H.
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Perincian biaya perkara:                                                     

1.  Biaya Pendaftaran     = Rp  30.000,00                     

2.  Biaya Proses = Rp   75.000,00                     

3.  Biaya PNBP panggilan = Rp   20.000,00

4.  Biaya Panggilan = Rp   90.000,00

4.  Biaya Redaksi = Rp   10.000,00       

6.  Biaya Meterai                                = Rp       10.000,00          

      Jumlah            = Rp235.000,00 

     (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
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